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ABSTRACT

Indonesia is an archipelago country with thousands of islands. Sea transporiation has an
important and strategic function, in particular, the national shipping. It is called ‘Conditio Sine
qua Non’ due to its major role from the beginning of Indonesian national development in many
aspects of lives: politics, economy, culture, social and defense. All of these aspects would be
effective and efficient if sea transportation could realize the functions within itself and act
exacily in the way it should be.

Sea transporiation still does not have the right pattern for its rouline operation f{ie.,
accomplishing its missions/functions), particularly because of merely focusing on economic
aspect. As the result, an inequitable trips distribution occurred. In order (o overcome lhese, we
should anticipate appropriate and suitable ways with the hope lo prevenl our shipment
companies and industries from a non-healthy business climate. In return, it will bring positive
impact to our social, economy, politic and defense lives.

We have to develop a new network of traffic of shipment that could connect every supply and
demand points. Based on this, we will be able to arrange new routes in order 1o get all of
people and cargo well distributed including the capability to anticipate all of changes in the
distribution patiern that might happen.

There are steps 10 be made in making routes arrangement, but first we have to get origin-desti-
nation matrix. Within this matrix we analyze the generation pattern of all dominant ports. Afier
that, we could arrange cargo generation pattern in macro and hierarchy term. The port hie-
rarchy will then determine which ones are going to be the main routes and which are the second
roules.

In order to make the new proposed routes working more effectively and to assure the continual
existing of our national shipping, further study needs to be taken. This study will be about how
many types and numbers of ships should be operated for each query trip as well as about the
need for using ‘cobotage’ principle.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, peran transporta-
si laut di Indonesia mempunyai sifat yang
berbeda dengan banyak negara di dunia,
khususnya negara yang bersifat kontinental.
Dalam kaitannya dengan GBHN 1993,
transportasi laut merupakan bagian dari sis-
tem transportasi nasional yang perlu dikem-
bangkan dalam rangka mewwjudkan wawas-
an nusantara yang mempersatukan seluruh
wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wi-
layah nasional.
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Dalam perkembangannya, angkutan laut di-
tujukan untuk menghubungkan daerah-dae-
rah yang mempunyai potensi ckonomis
(Ship Follow the Trade ), dimana dalam
pelayarannya dapat digunakan untuk mela-
yani daerah-daerah terisolasi (Ship Promoie
the Trade atau Armada Perintis). Oleh kare-
-na ita peran transportasi laut bagi mobilitas
barang maupun penumpang sangat besar
dan vital. Apalagi bila dilibat dari gambaran
mobilitas angkutan laut yang pangsanya
mencapai 86,9% untuk angkutan barang do-
mestik dan 98% untuk angkutan barang in-
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ternasional, Keadaan inl tentunya menuntut
suatn kebutuhan teknologi kapal laut dengan
frekuensi  cepat, berkemampuan tinggi,
efektif dan efisicn.

Namun keniampuan pelayaran dan armada
nastonal dalam meraih pangsa muatan ma-
sih sangat lemah dan semakin menurun da-
Jam kurun wakiu tahun-tahun terakhir ini se-
hingga pada tahun 1995 armada nasional
hanya mampu meraih 54,5 % dan total
muatan dalam negeri dan 2,26 % dari total
muatan luar negeri. Sedangkan untuk ang-
kutan laut penumpang dalam negeri diperki-
rakan akan mengalarni peningkatan rata-rata
10,6 % per tahun dan rata-rata 6% untuk
angkutan penumpang luar negeri.

Beberapa faktor yang perlu mendapat per-
hatian sehubungan dengan permasalahan
transpostasi angkutan laut adalah:

}. Adanya kecenderungan komnsentrasi ja-
lur trayek terteniu dipadati oleh banyak
kapal. Dengan kata lain hampir selama
kurang dari satu dasa warsa terakhir ini,
terjadi suatu fenomena yang kurang pro-
porsional anfara ruas jaringan trayek de-
ngan penyediaan armada.

2. Pada pusat sentra produkst dan sentra
konsumsi tertentn  terjadi  kelangkaan
angkutan armada nasional sehingga dila-
yani oleh armada asing. Keadaan yang
tidak menguntungkan ini harus segera di-
atasi untuk menghindan keadaan yang
lebih buruk di masa mendatang,

3. Kurang adanya jaminan jadwal pelayan-
an yang tetap dan teratur, schingga dapat
menggangga pelaksanaan distribusi dari
daerah produsen ke daerah konsumen.

4. Adanya jaringan frayek yang tertata de-
ngan baik serta dapat dilaksanakan oleh
Perusahaan Pelayaran, maka pemerintah
akan lebih mudah melakukan pembinaan
angkutan laut.

Hal-hal tersebut di atas merupakan satu ke-
satuan yang utuh, saling kait mengkait anta-
ra satu dengan yang lain, sehingga penyele-
saiamayapun tidak dapat dilakukan secara
parsial melainkan harus merupakan peme-
cahan yang komprehensif (terpadu) dari se-
lurub aspek yang berpengaruh.
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IL, BAHASAN
A. SISTEM TRANSPORTASI LAUT.

Sistemn transportasi laut mempunyai tiga (3)
komponen dasar yang terdirt dari angkutan
laut, keselamatan pelayaran dan pelabuhan,
yang mempunyai fungsi memindahkan ba-
rang dan orang dari tempat asal ke tempat
tujuan.

Datam melaksanakan fungsinya, sistem
transportasi laut harus dioperasikan dan di-
kelola secara efisien dan efektif Untuk itu
ketiga komponen tersebut harus didukung
oleh komponen pengelolaan yang terdiri da-
ri perangkat lunak seperti Perundang-un-
dangan, Peraturan, Kebijaksanaan, Manaje-
men Pengelola dan Manajemen Pembina
serta swnber daya manusia. Komponen-
komponen tersebut membentuk satu sistem
yang sahing berinteraksi dan berinterdepen-
densi satu sama lain.

Sebagai suatu sistem, transportasi laut mem-
punyai tujuan, yaitu terciptanya operasi ang-
kutan laut (manusia dan barang) yang sela-
mat, aman, lancar, cepat, terfib dan feratur,
nyaman, berdayaguna, tepat waktu, efisien
dan efektif.

B. POSISI PELAYARAN NASIONAL

Sejak tahun 1969 telah terjadi perkembang-
an kebijaksanasn pengaturan dalarn pelaksa-
naan angkutan laut di Indonesia, baik itu be-
rupa peraturan pemerintah (PP), Instruksi
Presiden (INPRES) atau Keputusan Menteri
(KEPMEN) vang diberlakukan dalam usaha
untuk membentuk sistem angkutan laut
yang handal .

. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2

Tahun 1969, sistern angkutan laut Indonesia
terdiri dart subsistem Pelayaran RLS Nu-
santara, Pelayaran Perinfis, Pelayaran Rak-
yat, Pelayaran Samudra dan Pelayaran Lo-
kal (Angkutan Dalam Negeri) dan Samudra
Umum dan Samudra Khusus (Angkutan
Laut Luar Negeri). Dalam PP No. 2 tahun
1969 tersebut berlaku pola trayek tetap dan
teratur dengan penentuan trayek dan penem-
patan kapal ditetapkan oleh pemerintah se-
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telah dibicarakan dengan perusahaan pela-
yaran,

Pada tahun 1985, dalam rangka kelancaran
arus barang di pelabuhan untuk menunjang
kegiatan ekonomi dikeluarkan Instruksi Pre-
siden No. 4 tahun 1985. Peraturan tersebut
diarahkan pada debirokratisasi dan dere-
gulasi yang tentunya banyak dilakukan pe-
nyederhanaan dokumen pengapalan barang,
baik untuk antar pulau seperti AVI maupun
samudra.

Pada tahun 1988 keluar kebijaksanaan baru
yang bernafaskan dercgulasi dan debirokra-
tisasi yang dikenal dengan Peraturan Peme-
tintah No. 17 tahun 1988 atau yang lebih
dikenal dengan PAKNOV 21 November
1988. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
17 tahun 1988 telah terjadi perubahan yang
mendasar dalam pengaturan dan penyeleng-
garaan angkutan laut. Adapun peraturan ter-
sebut pada intinya memberikan kemudahan
dalam penyelenggaraan angkutan laut, yang
antara lain meliputi

a. Jenis Jjin Usaha Pelayaran yang diseder-
hanakan sehingga hanya ada satu ijin
usaha pelayaran, dengan masa berlaku
tidak terbatas dan dapat melakukan kegi-
atan pelayaran dalam negeri dan luar ne-
geri.

b. Persyaratan mendapat ijin Usaha pela-
yaran (SIUPP), Ijin Operasi Perusahaan
Non pelayaran (SIOPNP) diperingan dan
dipermudah.

¢. Trayek kapal dan penempatan kapal da-
lam trayek pada pelayaran inter-insuler

tidak lagi diatur dan ditetapkan oleh pe-
merintah, tetapi ditetapkan oleh perusa-
haan pelayaran/non pelayaran secara sen-
diri-sendiri atau bersama-sama, baik da-
lam sistern operasi finer maupun
lramper.

d. Perusahaan pelayaran/non pelayaran be-
bas menggunakan/men-charfer kapal
berbendera asing untuk mengangkut
muatan ekspor/impor tanpa memerlu-
kan 1jin dari pemerintah.

Dampak dari beriakunya kebijaksanaan ter-
sebut adalah timbulnya perusahaan pelayar-
an baru disamping perusahaan pelayaran
yang telah ada sebelumnya dan pada kenya-
taannya mengalami perkembangan yang cu-
kup pesat. Adapun perkembangan jumiah
perusahaan armada dan muatan sampai pada
akhir Juni 1996 teriihat pada tabel 1 di
bawah ini.

Data-data pada tabel 1 menunjukkan adanya
ketidakseimbangan pertumbuhan antara ke-
kuatan armada nasional, perusahaan pela-
yaran dan muatan. Hal ini disebabkan oleh
kemudahan-kemudahan yang terkandung di
dalam PP No. 17 tahun 1988 atau PAK-
NOV 21 tahun 1988 tentang 1jin mendirikan
usaha perusahaan pelayaran dan penyeleng-
garaan angkutan laut. Hal ini menyebabkan
tumbuh menjamumya ijin mendirikan usa-
ha, namun tidak diimbangi dengan kemu-
dahan untuk pengadaan armada niaga nasio-
nai.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Perusahaan Armada dan Muatan
PERKEMBANGAN
TAHUN PERS. PERS. NON KETERANGAN
_ _ PELAYARAN PELAYARAN _
1990 692 258 Des 96, telah dicabut .
1991 839 323 Pelayaran = 269 pers
1992 939 259 Non Pelayaran = 99 pers
1993 1.078 399 2) Pelayaran ¢
1994 1.201 445 memiliki atmada = 655 pers
1995 1.307 484 tdk memiliki = 496 pers
1096 1.151 397 3) Non Pelayaran
memiliki armada = 300 pers
tdk memiliki = 97 pers

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut
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Kondisi im mengakibatkan Perusahaan Pe-
layaran nasional lebih condong menjadi
agen pelayaran asing. Dengan demikian ti-
dak mengherankan banyak kapal-kapal
asing vang beroperasi di perairan Indonesia
dengan modal memberikan pelayanan jasa
angkutan laut sebagai muat barang (ketim-
bang kosong) atau sengaja mendatangkan
kapal-kapal tua (berumur lebih dari 20 ta-
hun) dengan tarif murah untuk menyapu
muatan antar pulau. Walaupun di dalam PP
No. 17 tahun 1988 telah disebutkan bahwa
kapal asing hanya boleh beroperasi di dalam
negeri (antar pulau) apabila fimbul keku-
rangan ruang muat kapal nasional, namun
dalam kenyataan-nya kapal-kapal asing ter-
sebut menjadi saingan kapal-kapal nasional.

€. KONDISI PELABUHAN INDONE-
SiA

Pada saat ini pelabuhan laut diharapkan da-
pat membantu terciptanya sistem transpor-
tasi intermoda dan pelayanan terpadu dalam
rangka efisiensi yang memungkinkan untuk
membenkan kenyamanan pada penurnpang
maupun pengguna jasa laut lainnya. Seiring
dengan perkembangan waktu, jumlah pela-
buhan laut di Indonesia sudah cukup banyak
dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun jumlah pelabuhan tersebut terbagi
atas kelas satu sampai dengan empat yang
semuanya dikelola oleh PT (Persero}. Sela-
in itu ada juga pelabuhan yang dikelola atau
di bawah pengawasan dan pemeliharaan pe-
merintah pusat atau pemerintah daerah.

Penyebaran lokasi pelabuhan i bergantung
pada perkembangan masyarakat dan perda-
gangan daerah yang dalam era globalisasi
ini sektor perekonomiannya akan berkem-
bang dengan pesat. Pelabuhan laut harus
mempunyai sarana dan prasarana pelabuhan
yvang dapat disinggahi oleh kapal-kapal, ba-
ik untuk melaksanakan bongkar muat ba-

rang maupun untuk menaikkan/menurunkan

penumpang,

Penyebaran imi juga bergantung pada ba-
nyaknya pulau dan kemajuan masyarakat-
nya, sehingga pelabuhan yang terbanyak
berada di daerah kerja PT Pelabuhan Indo-
nesia 1 {Persero). Permasalahan yang diha-
dapi oleh banyak pelabuban di Indonesia
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adalah kedalamannya yang masih dangkal
dengan kedalaman maksimal hanya menca-
pai 13 meter yang tentunya sangat sulit di-
sandari oleh kapal yang berukuran besar se-
hingga banyak pelabuhan yang sulit untuk
berkembang.

Oleh karena iun, dalam menangani bidang
kepelabuhanan, yang merupakan salah satu
mata rantai yang sangat penting dan seluruh
proses perdagangan antar pulau maupun in-
ternasional tidak hanya memandang pela-
buhan sekedar sebagat tempat bongkar muat
barang dan naik turunnya penumpang tetapi
Jjuga sebagai titik temu antar moda angkutan
dan pintu gerbang ekonomi bagi pengem-
bangan daerah sekitarnya. Selain itu penata-
an bidang kepelabuhanan dilakukan dalam
suatu sistem pelabuhan nasional dengan
memperhatikan dan menampung kepenting-
an semua pihak secara wajar dan seimbang.

D. PERKEMBANGAN MUATAN
ANGKUTAN LAUT NASIONAL

Angkutan laut penumpang dalam negeri di-
perkirakan meningkat rata-rata 10,6 % per
tahun dan rata-rata 6 % per tahun untuk
angkutan penumpang luar negeri. Sementara
it untuk angkutan barang dalam negeri di-
perkirakan akan meningkat rata-rata 8% per
tahun dan angkutan barang luar negeri me-
ningkat rata-rata 7,8% per tahun.

Secara keseluruhan perkembangan volume
muatan dalam negeri maupun luar negeri
menunjukkan peningkatan yang cukup ta-
Jam. Namun perkembangan volume muatan
tersebut fidak sepenuhnya menggunakan ar-
mada pelayaran nasional, tetapi memung-
kinkan untuk menggunakan kapal asing
(charter) oleh perusahaan pelayaran nasi-
onal.

Tabel 2 menunjukkan bahwa potensi muat-
an dalam neger meningkat terus, namun ti-
dak sepenuhnya dimanfaatkan oleh perusa-
haan pelayaran nasional. Dampak yang dira-
sakan adalah terjadinya defisit jasa angkutan
laut yang culasp besar. Keadaan ini disebab-
kan oleh kemudahan dalam men-charter ka-
pal asing yang lebih menguntungkan diban-
dingkan dengan membeli atau membuat ka-
pal baru.
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Kemudahan ini disebabkan adanya PAK-
NOV 21 tahun 1988, yang dengan adanya
kebijaksanaan ini temyata sudah mening-
katkan arus barang. Namun di lain pihak
ada kebebasan bagi penggunaan/beropera-
sinya kapal asing dengan sistem charfer di
Indonesia sehingga mempersempit dan me-
nurunkan pangsa muatan angkutan pela-
yaran nastonal.

E. ANALISIS JARINGAN TRANS-
PORTASI ANGEKUTAN LAUT

Sistermn iransportasi yang baik adalah yang
mempunyai jaringan transportasi yang da-
pat menghubungkan setiap daerah dalam
wilayah Indonesia dan mempunyai hirarks
yang jelas bagi setiap lintas di dalammya
sehingga diharapkan dapat memberikan
gambaran potensi dan posisi angkutan launt.

Penyusunan jaringan transportasi laut pada
saat ini diarahkan untuk menggambarkan in-
tensitas kebutihan pelayanan pelabuhan un-
tuk kegiatan bongkar muat, melayani ka-
wasan-kawasan produksi dan wilayah pela-
yanan masing-masing pelabuhan sehingga
nantinya dapat mengakomodasikan seluruh
volume dan jenis pergerakan yang akan ter-
jadi secara terarah dan terpadu.

Dalam rangka menampung perkembangan
arus muatan dengan meningkamya volume
perdagangan seria arus penumpang maka
ada trayek angkutan laut berdasarkan Regu-
lar Liner Service {RLS) sedangkan untuk
tramper disusun untuk pelayaran yang tidak
mempunyai trayek tetap maupun berjadwal
tetap. Adanya trayek-trayek ini bertujuan
untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuh-
an satu dengan yang lainnya di seluruh nu-

santara. Trayek setiap volume angkutan
menggambarkan rute muatan dari pelabuhan
asal melalui pelabuhan-pelabuhan transit la-
in menuju pelabuhan tujuan. Muatan tidak
harus melalui pelabuhan lainnya sebelum ke
pelabuhan tjuan namun ada muatan yang
dari pelabuhan asal langsung menuju pela-
buhan tujuan.

a. Permasalahan pada Trayek Liner
Angkutan Laut

Untuk pelayaran tetap dan teratur (RLS) dan
dart hasil kegiatan pelayaran yang dilakukan
selama ini ditemukan beberapa permasalah-
an antara tamn :

1) Berdasarkan realisasi perjalanan ka-pal
(Voyage Report ) untuk trayek /iner dan
hasil laporan Rencana Pola Trayek tiga
bulanan dari setiap perusahaan pelayar-
an ternyata tidak selalu sama. Sebagai
contoh, dapat dikemukakan salah satu
trayek /iner yang seharusnya melayani
pelabuhan-pelabuhan : 7.Perak dsk -
Sorong'Manokwari/Nabire/Serui ‘Biak
“lavapura /Makasar /Pare-Pare/Palopo
‘Kendari /Raha /Fakfak ‘Merauke -
Samarinda dsk fac /Tarakan dsk fac
‘B’papan dsk fac - Toli-Toli fac /Pan-
toloan fac /Kendari fac ‘Raha fac
/Benoa fac /Celukan Bawang fac
Lembar fac - Teluk Bayur fac /Be-
fowan fac ‘Batam fac Panjang fac
‘Palembang fac Dumai fac - T.Priok
fac ‘Cirebon foc /Semarang fac. Tetapi
dalam realisasi perjalanan kapal (Vo-
yage Report ) ternyata hanya melalui
pelabuhan-pelabuban T.Perak - Bela-
wan - Panjang - T.Perak.

Tabel 2.
Volume Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun 1990-1995

NG |TABUN |[PELAYARAN NASIONAL PELAYARAN ASING
MUATAN (T/°) % MUATAN (T/RM?) Yo

1 |19%0  163.087609 .80 . 31797914 34

2 Ti901 T eRog0.837 IS8 150551477 142

3 |1es2 173 029 408 55 59 641 871 45,5

4 _1993__________'____ 76 33¥ 305 58 9 ‘*3 207 268 41,1

5904 74346352 U Is05 (72733465 149,5

6 1995 75.478.456 51,5 71.220.215 48.5

Sumber ; Ditjen Perhubungan Laut
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2) Informasi mengenai frekuensi kapal su-
lit diperoleh karena penempatan kapal
tidak dilakukan pada satu trayek terten-
tu sechingga akan berpengaruh terhadap
volume antar pelabuhan.

3) Kesulitan untuk memperoleh informasi
arus muatan antar pelabuban

4) Kendala layanan trayek, dan penem-
patan kapal yang tidak pasti.

Hal ini menunjukkan bahwa pola pengope-
rasian sarana angkutan laut masih dipe-
ngaruhi oleh keadaan muatan atau lebih me-
nitik beratkan pada aspek ekonomi, sehing-
ga tejadi kesenjangan pada distribusi ang-
kutan laut dalam negen yang tidak merata.
Akibat dari kondisi ini tenfunya akan ber-
pengaruh pada kehidupan sosial, ekonomni,
politik dan pertahanan keamanan. Oleh ka-
rena itu perlu dilakukan antisipasi dengan
melakukan langkah-langkah yang tepat se-
hingga tidak menimbulkan iklim yang ku-
rang schat bagi pengguna jasa pelayaran
maupun bagi perusahaan pelayaran.

b. Trayek Tramper Angkutan Laut

Adapun realisasi perjalanan kapal (Voyage
Report ) untuk trayek framper yang tidak
mempunyai irayek tetap dan tidak berjad-
wal, menurut arus muatan barang antar di
Kawasan Barat Indonesia masih didominasi
oleh pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok
serta beberapa pelabuhan lainnya seperti pe-
labuhan Tanjung Emas, Batam, Dumai, Te-
luk Bayur, Palembang, Panjang. Untuk Ka-
wasan Timur Indonesia adalah pelabuhan
Tanjung Perak dan pelabuhan Makassar ser-
ta beberapa pelabuhan lainnya seperti pela-
buhan Bitung, Samarinda, Kupang, Dili,
Ambon, Jayapura dan Sorong. Untuk me-
ngetahui posisi trayek/jaringan tramper-nya
saat ini, maka langkah yang pertu dilakukan
adalah sebagai berikut :

* Penyusunan Matrik Asal Tujuan Pe-
labuhan

Pada dasamya arus barang terjadi dikarena-
kan kegiatan perdagangan antar pulau. Ke-
giatan ekonomi tersebut menyebabkan ter-
jadinya arus barang dari pulau di Kawasan
Barat Indonesia ke pulau di Kawasan Timur
Indonesia dan sebaliknya. Adapun maksud
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dari penyusunan matrik ini adalah untuk
mengetahui gambaran mengenai besar/ke-
cilnya volume suatu barang dari pelabuhan
asal ke pelabuhan tujuan sehingga akan di-
peroleh asal tujuan barang tersebut. Agar
memperoleh hasil yang optimal dalam pe-
nyusunan matrik tersebut maka perlu diper-
hatikan hal-hal sebagai berikut:

o  Mengidentifikast pelabuhan asal suatu
barang dari pelabuhan KBI ke KTI dan
sebaliknya.

e  Mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan
tujuan yang diobservasi

e  Mengidentifikasi besar volume barang
dari pelabuhan-pelabuhan asal ke pela-
buhan-pelabuhan tujuan.

*  Dengan mengetahui matrik asal tujuan
barang, akan diperoleh gambaran asal
tujuan suatu komoditi beserta jumlah
dan tujuan pengiriman komoditi terse-
but. Selain informasi tersebut juga akan
diketahui jarak yang ditempuh untuk
pengiriman suatu komoditi. Sedangkan
data volume barang digunakan untuk
meramalkan supply dan demand ba-
rang dari pelabuhan asal ke pelabuhan
twjuan, mengidentifikasikan pelabuhan-
pelabuhan yang dominan menjadi pela-
buhan asal dan tujuan komoditi.

Untuk mempermudah gambaran trayek arus
barang, masing-masing pelabuhan tersebut
dikelompokkan dengan kriterianya adalah
pelabuhan mana yang mendominasi arus
bongkar muatnya (Joad factor- nya tinggi ),
pelabuhan mana yang menjadi pelabuhan
utama (frunk) dan trayek pengumpan
(feeder) bagi pelabuhan di sekitarnya. De-
ngan melihat feeder dan rrunk tersebut da-
pat diketahui kecenderungan pola trayek
pada saat ini.

Dari Matrik Asal Tujuan Pergerakan Ba-
rang, ternyata pelabuhan yang mendominasi
pergerakan barang adalah Tanjung Priok,
Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Tanjung Pe-
rak, Makassar, Balikpapan, Samarinda,
Banjarmasin, Pontianak dan Batam. Setelah
diketahui pelabuhan yang paling dominan,
perlu diketahui alternatif-alternatif trayek
yang mungkin terjadi.
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Alternatif trayek yang ada bisa diketahui
dari pola pergerakan berdasarkan pelabuh-
an pangkalnya. Misalnya ingin mengetahui
pola pergerakan barang dari Tanjung Perak
dengan tujuan Nusa Tenggara dapat dilihat
dalam diagram 1

Dengan adanya pola data seperti pada di-
agram 1, maka dapat dinyatakan ada trayek
yang menghubungkan Tanjung Perak de-
ngan daerah Nusa Tenggara dan sekitarnya.
Pergerakan dari Tanjung Perak menuju Be-
noa, Lembar, Dili dan Kupang dengan /oad
factor yang tidak begitu besar sehingga
dapat digabungkan dalam satu trayek tujuan
Kupang. Sementara itu, arus muatan yang
menuju Tanjung Perak kebanyakan dari pe-
Iabuhan-pelabuhan di sekitar pelabuhan uta-
ma di Nusa Tenggara tadi. Hanya saja ada
yang load factor-nya sangat besar, ada yang
kecil. Pada saat arus muatan di daerah terse-
but tinggi, maka sebaiknya disinggahi arus
balik. Sedangkan untuk pelabuhan dengan
arus muatan kecil dapat dikumpulkan dulu
di pelabuhan terdekat yang dismggahi ka-
pal. Pengumpulan ini dapat dilakukan de-
ngan memanfaatkan pelayaran rakyat. Apa-
bila disusun dalam bentuk trayek, perge-

Diagram 1

ATAPLUIPU

—
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Hewan, If 125 ( 208 - 492 dwr)
Beras, [f 2502113 dwt )

Kopra, 1045 (437 dwty Y,

- j 4
"

%y diasil Bumi & howan,

TF00sedwty TG, PERAK

4

-

rakan arus muatan di atas dapat digambar-
kan seperti pada diagram 2.

Dari pola pergerakan barang pada diagram
2, dapat dirinci adanya beberapa alternatif
trayek seperti yang terlihat pada diagram 3
dan diagram 4.

F. POLLA PERGERAKAN MUATAN
BARANG SECARA MAKRO DAN
PENYUSUNAN HIRARKI JA-
RINGAN TRAYEK

Apabila pola pergerakan setiap pelabuhan
pangkalan dianalisis dengan cara yang sa-
ma, maka pola pergerakan muatan barang
angkutan laut dalam negeri dapat disusun
berdasarkan hirarkinya. Pelabuhan dengan
arus muatan terbesar, lead factor besar dan
frekuensi tinggi serta mempunyai keter-
kaitan yang kuat di antara pelabuhan yang
lain disusun dalam hirarki pertama. Hirarki
pertama terdin dari 4 pelabuhan, yaitu: Be-
lawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan
Makassar. Bila digambarkan akan tampak
seperti pada diagram 5.
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- I050(382) “
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\
Hesil Bumni & Temak, 4
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/

Eacang-kscangan, If 90 (208 dwi)
Hewar, 1£40 (205 dwt)
g
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Diagram 2

Diagram 3. Trayek Utama

T, Perak p{ Lembar

Biasram 4: Trayek Pengumpan

QK

Yerak
/ T

1.1
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Diagram 5: Hirarki 1
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Diagram 6: Hirarki 11
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Diagram 7: Hirarki HI
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Diggram 8

Trayek Utama

Diagram 9

Trayek Pengumpan :

Setelah penyusunan, maka diambil pelabuh-
an dominasi kedua berdasarkan jumlah mu-
atan, /oad factor dan frekuensinya. Pelabuh-
an-pelabuhan ini tersusun pada hirarki ke-
dua, yaitu: Panjang, Palembang, Teluk Ba-
yur, Dumai, Aceh, Tanjung Emas, Balikpa-
pan, Banjarmasin, Samarinda, Bitung, Am-
bon dan Sorong. Bila digambarkan akan
tampak seperti pada diagram 6.
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Hirarki ketiga adalah pelabuhan-pelabuhan
lain yang belum termasuk di kedua hirarki
sebelumnya. Contoh trayek pada hirarki ke-
dua dengan pangkalan pelabuhan Tanjung
Perak terlihat pada diagram 7.

Penyusunan alternatif trayek dibuat dengan
memperhatikan hirarki di atas. Trayek uta-
ma dibuat dengan menghubungkan pelabuh-
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an-pelabuhan hirarki pertama atau pelabuh-
an hirarki pertama dengan pelabuhan hirarki
kedua. Trayek pengumpan dibuat untuk me-
layani daerah yang arus muatannya kecil,
dengan pola pengumpulan muatan di pela-
buhan besar terdekatnya diharapkan mampu
meningkatkan load factornya. Contoh pe-
nyusunan trayek untuk trayek Tanjung Pe-
rak - Nusa Tenggara dapat dilihat pada dia-
gram 8 dan diagram 9.

Apabila langkah-langkah di atas dilakukan
pada semua pelabuhan maka didapatkan ja-
ringan trayek angkutan laut dalam negeri
yang terdiri dari trayek utama dan trayek

pengumpan.
L KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan kajian mengenai
Transportasi Laut Indonesia, khususnya me-
ngenai Jaringan Trayek Angkutan Laut Da-
lam Negeri, beberapa kesimpulan dapat di-
sampaikan yang diharapkan mampu mem-
bantu mewujudkan peranan moda laut seca-
ra optimal.

a. Untuk memberi kepastian adanya la-
yanan dalam suatu trayek bagi pemakai
jasa perlu dibuat trayek yang pasti/ter-

jadwal guna melayant suatu pelabuhan

tertentu.

b. Pembuatan Jaringan Trayek hendaknya
mempertimbangkan kepentingan konsu-
men scbagai pemakai, perusahaan pela-
yaran sebagai pelaksana dan pemerintah
sebagai pemnbina.

c. Agar trayek yang diusulkan dapat lebih
efektif maka perlu peningkatan kemam-
puan manajemen perusahaan, pemasar-
an, kaderisasi Sumber Daya Manusia
dan jaringan sistern informasi dart setiap
perusahaan pelayaran nasional.

d. Dalam mengangkut barang industri ti-
dak jarang kapal asing/charter langsung
mengadakan kontrak pengangkutan se-
hingga perlu upaya agar perusahaan pe-
layaran melakukan kontrak pengangkut-
an jangka panjang dengan pihak pabrik/
industri yang diketahui oleh Menteri Per-
hubungan dan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan.

f. Pertu adanya penyederhanaan sistem dan
prosedur pelayanan kapal yang lebih
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longgar agar Pelayaran Dalam Negeni
dapat menguasai jaringan pelayaran di
dalam negeri.

g. Untuk lebih mengefektifkan jaringan tra-
yvek yang telah dibuat, maka pemerintah
perlu menyusun proyeksi kebutuhan ar-
mada dalam negeri agar dapat mengen-
dalikan pemakaian kapal asing. Dan per-
lu dipertimbangkan perlunya asas cobo-
tage dalam rangka lebih melindungi ar-
mada laut dalam negeri.

Demikianlah uratan tentang perlunya Anali-
sis Transportasi Laut Indonesia sesuai
dengan kajian yang dilakukan dengan mem-
perhatikan  kepentingan  penyelenggara,
pengguna jasa angkutan laut serta pemerin-
tah yang berfungsi sebagai pembina demi
kelangsungan jaringan trayek itu sendiri.
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